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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Dari apa yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, disimpulkan 

bahwa: 

1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen berlaku bagi pengangkut dan penumpang 

jasa angkutan udara niaga. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengangkut wajib 

memperdagangkan jasa yang memenuhi standar dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, 

peraturan yang mengatur pengangkutan udara niaga tidak saja 

terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu peraturan yang 

turut mengatur pengangkutan udara niaga ialah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

Alhasil, pengangkut dan penumpang wajib mematuhi setiap kaidah 

hukum yang tersemat dalam peraturan perundang-undangan guna 

perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban secara seimbang. 

1.2. Menurut Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan, terdapat pengklasifikasian 

penumpang ke dalam penumpang tidak berkebutuhan khusus dan 

penumpang berkebutuhan khusus. Pengklasifikasian ini 

menegaskan arti pentingnya hak penumpang berkebutuhan khusus 

untuk memperoleh aksesibilitas selagi memanfaatkan layanan 

pengangkutan udara niaga sebagaimana juga diperinci dalam Pasal 

42 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang 

Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri 

dan Pasal 3 juncto Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan 
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Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi 

Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. 

1.3. Adapun dalam pengangkutan udara penyandang disabilitas netra, 

salah satu aksesibilitas yang wajib tersedia bagi penumpang yang 

menyandang disabilitas netra, tidak terkecuali juga bagi 

penyandang disabilitas netra-tuli ialah media petunjuk keselamatan 

dan keamanan penerbangan dalam huruf braille yang paling sedikit 

berjumlah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah penumpang. 

Ketiadaan media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan 

tersebut merupakan wujud pelanggaran hak penumpang yang 

menyandang disabilitas netra selaku konsumen untuk memperoleh 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama pengangkutan. 

Adapun pengangkut telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen sebagai akibat memperdagangkan jasa 

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang mengatur tentang standar pengangkutan udara 

penyandang disabilitas netra. 

1.4. Guna memenuhi hak penyandang disabilitas netra atas media 

petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan, terdapat 

sejumlah upaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Kepatuhan pengangkut terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang pengangkutan udara niaga, pada 

khususnya tentang pelayanan yang layak kepada penumpang 

yang menyandang disabilitas netra ataupun netra-tuli melalui 

penyediaan media petunjuk keselamatan dan keamanan 

penerbangan dalam huruf braille setidaknya 10 % (sepuluh 

per seratus) dari jumlah penumpang selama pengangkutan. 

b. Pembinaan pengangkutan udara niaga oleh Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia.  
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c. Kerja sama antara LPKSM, KND, dan sejumlah lembaga 

ataupun organisasi pemerhati atau beranggotakan 

penyandang disabilitas dalam mengupayakan penyadaran 

masyarakat akan arti pentingnya perlindungan konsumen, 

pada khususnya bagi penyandang disabilitas netra dalam 

memanfaatkan jasa angkutan udara niaga. 

d. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

LPKSM, KND, dan sejumlah lembaga ataupun organisasi 

pemerhati atau beranggotakan penyandang disabilitas dalam 

menyelenggarakan pendidikan konsumen bagi penyandang 

disabilitas netra, termasuk juga pelatihan keterampilan 

menulis dan membaca huruf braille, keterampilan 

komunikasi, dan keterampilan mobilitas. 

e. Pengawasan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, 

LPKSM, dan sejumlah lembaga ataupun organisasi 

pemerhati atau beranggotakan penyandang disabilitas 

terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengangkutan udara niaga. 

f. Penanganan keluhan dan pengaduan penumpang secara 

terkoordinasi antara masyarakat, penumpang, pengangkut, 

LPKSM, BPSK, BPKN, dan pemerintah. 

g. Penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi kepada 

pengangkut yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengangkutan udara niaga. 

 

Akhirnya, upaya di atas merupakan konsekuensi logis dari adanya 

keterpaduan dalam arti satu bahasa dan satu sikap para pemangku 

kepentingan tentang arti pentingnya media petunjuk keselamatan 

dan keamanan penerbangan dalam huruf braille sebagai hak 

penyandang disabilitas netra. Alhasil, pemenuhan hak penyandang 

disabilitas netra atas media petunjuk keselamatan dan keamanan 
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penerbangan dalam huruf braille terlaksana secara memadai dan 

berkesinambungan. 

1.5. Adapun hingga saat ini belum terdapat peraturan yang memuat 

secara tegas ketentuan pertanggungjawaban pengangkut atas media 

petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan dalam huruf 

braille bagi penyandang disabilitas netra. Hal ini tampak dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan yang tidak mencantumkan bahwa pengangkut 

bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh 

penumpang sebagai akibat ketiadaan media petunjuk keselamatan 

dan keamanan penerbangan dalam huruf braille. Meskipun Pasal 

18 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut 

Angkutan Udara menyiratkan makna bahwa pengangkut 

bertanggung jawab atas layanan yang diberikan pada saat 

penerbangan (in-flight service), akan tetapi ketentuan itu tidak 

mencantumkan tanggung jawab atas layanan berupa media 

petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan dalam huruf 

braille. Dengan begitu, perlu kiranya mencermati ketentuan 

pertanggungjawaban pengangkut selaku pelaku usaha menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

1.6. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengangkut 

bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh 

penumpang yang menyandang disabilitas netra sebagai akibat tidak 

terpenuhinya perjanjian pengangkutan udara untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang layak selama pengangkutan, 

pada khususnya pelayanan berupa penyediaan media petunjuk 

keselamatan dan keamanan penerbangan dalam huruf braille. 

Karena itu, penumpang yang menyandang disabilitas netra berhak 

mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pengangkut berdasarkan 
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wanprestasi. Pertanggungjawaban pengangkut ini merupakan 

tanggung jawab atas dasar kontraktual. Atau, dalam kaitannya 

dengan motif usaha pengangkut dengan maksud memperoleh laba, 

tanggung jawab pengangkut ini dikenal sebagai tanggung jawab 

komersial. 

 

2. Saran 

2.1. Pemerintah harus segera mengubah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dengan mencantumkan ketentuan yang secara eksplisit memuat 

kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlakuan khusus 

seperti penyediaan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas 

selaku konsumen akhir. 

2.2. Pemerintah harus segera mengubah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan 

mencantumkan ketentuan bagi pengangkut untuk bertanggung 

jawab mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang yang 

menyandang disabilitas netra sebagai akibat ketiadaan media 

petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan dalam huruf 

braille selama pengangkutan. 

2.3. Pemerintah harus segera mengubah bunyi Pasal 18 ayat (1) 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 

Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara 

dengan menegaskan adanya tanggung jawab pengangkut untuk 

mengganti kerugian akibat kejadian pada saat penerbangan (in-

flight service), seperti tidak memperoleh pelayanan yang menjamin 

keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang hingga tiba 

di bandar udara tujuan. 

2.4. Pemerintah harus segera merealisasi pembentukan Komisi 

Nasional Disabilitas sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 131 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
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Penyandang Disabilitas dengan maksud turut berperan dalam 

mengupayakan terpenuhinya hak penyandang disabilitas. 
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